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Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor

Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran

2009, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009 sebagai

rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun

Anggaran 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);



3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389 );

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4139);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 90) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Infonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pati Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun

Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009

Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Pati Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009

Nomor 16);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010 (Lembaran

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 4);



30. Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009

Nomor 10);

31. Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Pati Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun

2009 Nomor 47);
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Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2009 terdiri dari :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 90.667.623.138,54

2. Dana Perimbangan Rp. 752.673.931.046,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rp. 86.101.742.593,00

Jumlah Realisasi Pendapatan Rp. 929.443.296.777,54

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai Rp. 530.739.296.117,00

b) Belanja Hibah Rp. 15.955.500.000,00

c) Belanja Bantuan Sosial Rp. 13.649.375.100,00

d) Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi / Kab / Kota dan

Pemerintah Desa Rp. 764.877.166,00

e) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi / Kab / Kota

Dan Pemerintah Desa Rp. 43.014.158.271,00

f) Belanja Tidak terduga Rp. 3.775.264.200,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp. 607.898.470.854,00



2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai Rp. 16.446.607.475,00

b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 171.862.709.530,65

c) Belanja Modal Rp. 161.129.015.196,00

Jumlah Belanja Langsung Rp 349.438.332.201,65

Jumlah Belanja Rp. 957.336.803.055,65

(Defisit) Rp. (27.893.506.278,11)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Daerah Rp. 169.138.261.421,00

2. Pengeluaran Daerah Rp. 12.149.570.295,00

Jumlah Pembiayaan Rp. 156.988.691.126,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan

Rp. 129.095.184.847,89
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Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada

Lampiran Peraturan Bupati ini.

PasalPasalPasalPasal 3333

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

PasalPasalPasalPasal 4444

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 4 Nopember 2010
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Pem na 
NIP. 19670226 199203 1 005 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Diundangkan di Pati

pada tanggal 4 Nopember 2010
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